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PERATURAN DAERATI
KABUPATNN PULAU MOROTAI

NOMOR 05 TAHUN 2OI2

TENTAT\tG

PEMBENTT]KAIY PERUSAIIAAN DAERAII KABI]PATEN PT]LAU MOROTAI

DENGAN M TUTIAN YAhIG MAHA ESA

Menimbang

BITPATI PtlI"AU MOROTAT,

: a. bahwa keberadaan Perusahaan Daerah bagi suatu Daerah

Mengingat

merupakan salah safu kebufuhan utama dalarn memacu serta

rnenggerakan roda ekonomi di Daerah guna mewujudkan

kemandirian Daeratr untuk dapat mengantisipasi era perdagangan

global dalam suasana otonomi yang luas, nyata dan bertanggung
jawab dengan orientasi kepada peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), dan pembukaan lapangan kerja.

bahwa urgensi keberadaan Perusahaan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam huruf U maka dipandang perlu membentuk

Perusahaan Daerah Kabupaten pulau Morotai dengan Perafuran

Daerah;

baltwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu rnenetapkan Perafuran Daerah

Kabupaten Pulau Morotai tentang Perusahiuur Daerah Kabupaten

Pulau Morotai;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun L962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387\;

b.

c.

: 1.

2.



6.

3. Undang-Undang Nomor B Tahun 1974 terfiang pokok - pokok

Kepegawaian(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTatrunl9T4
Nomor55'TambahanLembaranNegaraRepubliktrndonesia
Nomor304l)sebagaimanatelahdiubalrdenganUndang.Undang
Nornor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

NomorSTahunlgT4TentangPokok-PokokKepegawaian
(LembararrNegaraRepubliklndonesiaTahunlgggNomor169'
TambahanLembararrNegaraRepubliklndonesiaNomor3890);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek

MonopolidanpersainganUsahaTidakSehat(LernbaranNegara
RepubliklndonesiaTahuntgggNornor33,TarnbahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nornor 3817);

undang-IJndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisrne

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

provinsi Maluku Utarq Kabupaten Buru dan Kabupaten Malulal

Tengg areBarat (Lernb arenNegara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 174, Tambahan lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3g95) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang

Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 3961);

S.Undang.UndarrgNomor13Tahun2003tentangKetenagakerjaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39'

TambatranLombararrNegaraRepubliklndonesiaNomor42T9);
g.Undang.UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang.UndangNomor12Talrun200STentangPerubahanKedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tatnm 2004 Tentang

PemerintahanDaeralr'(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun2003Nomor5g,TambalnnlrmbaranNegaraRepublik
IndonesiaNomor 48M);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas(I,enbaranNegaraRepubliklndonesiaTahun200T
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia

Nomor a756);

11. Undang-Undang No 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan

KabupatenPulauMorotaidiProvinsiMalukuUtara(Lembarat
NegaraRepubliklndonesiaTa}run2008Nomorl9o,Tambahan
Lembman Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;

7.



12.

1"3"

Undang-Undang Nomor l2 Tahun 20Il tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

ilndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembararL Negara

Repubik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pernerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor t37,Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia

Nomor a575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor l40,Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

14.

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah dan

Laporan Keterangan Pertangungiawaban Kepala Daerah Kepada

DPRDdan Inforrnasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintalran

Daerah Kepada lvlasyarakat (lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor lg.Tambatran lebaran Negara Republik

IndonesiaNomor a9$\;
17. Peraturan Pemerintah Nornor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan

dan Pengawasan atas Fenyelenggaran Pemerintah Daerah

{-embaran Negara Re'lnrblik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,

Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

18. Ferahrran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor I
Tatrun 1984 tentang Tata Cara Pe,mbinaan dan Pengawasan

Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintatr Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3
Tahrm 1986 tentang Pcnyertaan Modal Da€rah pada Pihak Ketiga;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republk Indonesia Nomor 4

Tatrun 1990 tentang Tata Kerja Sama Antara Perusahaan Daeralt

Dengan PihakKetiga;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 3

Tahun 1998 tentang Bentuk Penrsahaan Badan Usaha Milik
Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nornor 73

Tahun 1967 tentang Pedoman Pelaksanaan Pe,nyerahan Barang dan

Utang Piutang Pada Perusahaan Daerah yang Baru Dibentuk;

15.



23.

24.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53-

68 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan

pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan

Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29
'l'ahun 'Z]ooZ. tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungiawab dan

pengawasan Keuanagan Daerah serta Tata Cara Penyusunan

npgn, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan

Perhitungan APBD;

Dengan Persetuiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAI\ RAKYAT I}AERAII KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menetapkan

I)an

BTTPATI PT]LAU MOROTAI

MEMUTUSKAN:

PEMBENTT.JKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PTJLAU

MOROTAI TENTANG PERUSAI{AAN DAERAH KABIIPATEN
PT]LAU MOROTAI

BAB I
KETBNTUAI\ UMT]M

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

t. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

2. Kepala Daerah adalah Bupati Pulau Morotai;

3. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
sebagai Unsur Penyelenggara

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD,

perwakitan' rakyat da€rah sebagai unsur peyelenggara pemerintahan
adalah lembaga

daerah Kabupaten

Pulau Morotai
5. pemerintatran Daeratr adalatr penyelenggaraan urusan Pemerintalr oleh Pernerintah

Daerah dan DPRD Kabupaten Pulau Morotai menurut asas otonomi dan tugas

p.*U*toun dengan prinsip otonomi selusJuasnya dalam sistem dan prinsip Negara

kesatuan RepuU-tit lndoneria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. peroratraan Daerah adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai;

7. Direksi perusahaan Daerab yang selarfutnya disebut Direksi, adalah Direksi perusahaan

Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagai Dewan Pelaksana Perusatram Daerah;

[-



B. tsadan Pengawas Perusatraan Daerah, yang selarfutnya disebut Badan Pengawas, adalah

Badan Pengawas Penrsahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang rnelaksanakan

fungsi pengawasan terhadap aktivitas/kegiatan Perusahaan Daerah;
g. fegawai Pirusalraan Daerah, yang selanjutnya disebut pegawai, adallh_ pegawai atau

karyawan yang bekerja dan di gaji oleh Perusahaan Daerah sesuai ketentuan dan

perafitran yan g herlakrr ;

fO. Saham adalah modal yang dikeluarkan sebagai modal Perusahaan Daerah;

11. Satram Prioritas, adalah satram yang hanya dapat di miliki oleh Daerah;

12. Saham Biasanya adalah saharq yang disamping dapat dimiliki oleh Daerah, juga dapat

dimiliki oletr Warga Negara Indonesia (!VND dan/atau badan hukum yang didirikan
. berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia dan pesertanya terdiri dari WNI;

13. Pernegang Saham adalah Pernegang Saham Perusalraan Daeratr yang berstatus WNI atau

badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia;

14. Cadangan diam adalah nilai barang dan modal jauh lebih rendah dari nilai yang

sebenarnya dan tida memuat barangmodal pada neraca hanya memuat utang - utang

atau kewajiban-kewajiban membayar dengan jumlatr yang lebih tinggi dari pada yang

sebenarnyqdan rnemuat kewajiban mernbayar pada neraca yang sebenamya tidak ada

serta besar cadangan itu orang tidak rnengptahuinya;

15. Cadangan Tujuan adalah cadangan yang dibentuk dmi lala"yang merupakan koreksi dari

pana kikayaan (aktiva) atau kewajiban/utang kepada pihak ke tiga yang dimuat pada

neraca untuk jumlah yang lebih tinggi dari pada sebenarnya atau cadangan yang

dibentuk untuk mencaPai tujuan;
1G. Cadangan Umum adalah cadangan untuk menumpang hal-hal dan kejadian yang yang

tidak dapat diduga semula;

17. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perusahaan Daerah dalam

hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perusahaan Daerah

tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efekti{ efisien dan dapat

berkembang secara sehat;

18. Pengawasan adalah keseluruhan proses kegiatan yang meliputi penilaian terhadap

Ferusatraan Daerah dengan tujuan agar Perusalraan Daerah tersebut dapat melaksanakan

tugas dan fungsinya dengan baik dan berhasil dalam mencapai sasaran/tujuan Perusahaan

Daerah yang t€lah ditetaPkan.

BAB tr
PDMBn1iITT]KAI\{

Pasal 2

(l) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau Morotai yang

berbadan hukum.

@ Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang

Usaha Milik Daerah dan dapat dibentuk beberapa Unit Usaha.

(3) Pembentukan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

persetujuan Kepala Daerah yang terlebih dahulu mendapatkan

Pengawas.

dibentuk berstatus Badan

atas usul Direksi dengan
pertimbangan dari Badan



,l) Unit Usatra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalatr Unit Usaha yang dikelola oleh

Perusahaan Daerah dan/atauUnit Usaha yang didirikan oleh Perusahaan Daeratr yang dapat

berkerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perseroan Terbatas (PT) dan lain-lain

kegiatan usalra yang berbadan hukum setelah terlebih dahulu rnendapatkan persetujuan

Kepala Daerah.

BAB III
" NAMA DAI\[ KEDTIDT]KAIY PERUSAIIAA}I DAERAII

Pasal3

Perusahaan Daeratr ini di b€ri nama Perusaltaan Daerah NIAGA PASIFIK.

Pasal4

(l) Perusatraan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di ibukota Kabupaten Pulau

Morotai.

(2) Direksi setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas dapat membuka Kantor

Cabang atau Perwakilan Perusahaan Daerah didalam maupun di luar Wilayah Kabupaten

Pulau Morotai.

BAB IV
VISIDAh[ MISI

Pasal5

(1) Visi Penrsatraan Daerah adalah rnewujudkan Perusahaan Daerah Kabupaten Pulau

Morotai sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BtIlvD) yang mandiri yang sesuai dengan

visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Sebagai Simpul Ekonomi Indonesia

di kawasan pasifik yang Berdaya Saing dan Sejahtera

(2) Misi Perusahaan Daerah
Morotai sebagai berikut :

adalah menjadikan Perusahaan Daerah Kabupaten pulau

a. Perusatraan Daeratr yang mampu Menggerakan Roda Perekonomian

sekaligus dapat memberikan Konstibusi yang nyata terhadap
Masyarakato
peningkatan

Pendapatan Asli Daerah eAD) dan Pendapatan Masyarakar.

b. Perusalraan Derah yang mampu me$rujudl€n Kernandirian Daeralr sebagai Pilar

Ekonomi Keralcyatan dengan melibatkan Masyarakat s€cam langsung dengan Pihak

swasta lainnya.
c. Perusahaan Daeratr yang ffiilnpu menarik Infestor dan menggalang kerjasama serta

melindungi dan melibatkan Masyarakat.
d. Perumhaan Daerah yang mamapu bersaing dalam Era Perdagangan Global yang

dapat mengangkat nama Kablryaten Pulau lvforotai dan menjadi harapan dan

kebanggaan lvlasyarakat Kabupaten Pulau Morotai.



tsABV
TUJUAN DAIY FUNGSI

Pasal6

(l) Tujgan di bentunya Perusahaan Daerah adalah untuk ikut serta berperan sebagai' ' 
to6torpenggerak dalam melaksanakan pembangunan Daerah pada umumnya dan

pe-Ua"gt na" Ekonomi Daeratr pada khuzusnya untuk menunjang dan meningkatkan

bap rirtu Auput menjadi penyeimbang dalam rangka pernenuhan lcebutuhan
masyarakat dengan Grorlenuii kepada kepentingam ralrya! stabilitas dan

kemandirian Daerah serta marnpu bersaing-secara sehat dalam iklim usaha yang

kondtrsifl menuju masyarakat adil' rnakrnur dan sejahtera

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) , Perusahaan Daerah

dapat melakukan kerjasama dalam bentuk kemitraan usaha baik dengan Perusahaan

N"gutu, Perusahaan Daerah lainnya, Perusahaan Swasta Nasional atas persetujuan

Kefah Dasrah s€telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas .

(3) fungsi Perusahaan Daeratr adalah mengclolah usatra-usaha di bidang produksi,t 'p"tdg*g* 
dan jasa indusbi lainnya secara optimal, yang mana lgajemen

p*g"tot*n"V" dilakukan sf,cara profesional serta turut menciptakan iklim usaha

yang sehat dan maju di Kabupaten Pulau Morotai.

BAB YI
BII'AII{G USATIA

Pasal T

perusahaan Daeratr berge,rak dalam bidang usaha dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Perdagangan Umum;
Industri;
Usaha Jasa;
Bidang Perikanan dan Kelautan;
Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

Bidang Pertanian dan Peternakan;

Bidang Pertambangan dan Energi;
Bidang Properti dan Perumahan;

Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi ;
Bidang Pariwisata;
Bidang Usaha lainnya yang menguntungkan;



BAB VII
TVIODAL PERUS$IAAN DAERAH

Pasal S

(l) Modal Perusahaan Daerah terdiri dari Modal Dasar dan Penyertaan Modal.

(2) Nilai Nominal Modal Dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(3) Peryertaan Modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta pihak ketjsa dengan' - 
tetentuan bafiwa s€bagian besar atau komposisi modal yangdisetor, mayoritas dimiliki .

oleh Pemerintatr Daeralr-

(4) perusahaan Daerah dapat menerima tambahan Penyertaan Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dari pemerintah Daerah lainnya, Penyertaan Modal Pemerintatt
pusat serta piqfman maupun bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat dengan

terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah-

(5) Seluruh Modal Perusahaan Daffatr disetor langstng b" F Perusahaan &eratt secdua

bertatrap sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah dan Pemegang Satram lainnya.

(6) Satram-saham Perusahaan Daeratr hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah,

peroftlngan Warga Negara Indonesia (WI{I) dan/atau badan hukum yang didirikan

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia-

Pasal g

(l) Seluruh modal Perusahaan Da€rah merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari

Anggaran Bela4ia Da€rah Kabupaten hrlau Morotai.

(2) Pengalihan Aset/kekayaan Perusahaan Daeratr baru dapat dilakukan setelah ditetapkan

Keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Badan Pegawas'

BAB YIN
PEMIIIANSAIIAM

Pasal 10

(l) Pernindafran/pengalihan Saham Biasa kepada pihak ketiga dilakukan dengg pernyataan

terhrlis yang-ditanda tangani oleh pemegang Saham yang bersangkutan kepada pihak

yang diserahkan pemindahan/pengalihan saham tersebut-

(2) Pemindahadpengalihan Saham Biasa sebagaiman dimaksud pada ayat(l) dilakukan

oleh Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dafi Badan Pengawas'



BAB D(
RAPATI]MUMTffiI}AN

RAPAT TTMIIM PBMEGAIYG SAHAM (RUPS)

Pasal I I

(l) Rapat Umum Tahunan Perusahaan Daerah diadakan setiap tahun
tahun berjalalt.

pada bulan Januari

(2) Disarnping Rapat Umum Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) , Perusahaan
Daerah sewaktu-waktu dapat urengadakan Rappt Umum lainya.

Pasal 12

(l) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di adakan atas permintaan Direksi Perusahaan
Daemh dengan panggilan melalui Surat Tercatat selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sebelum RIJPS dilaksanakan, dan panggilan tersebut harus menyebutkan waktu,
tempat dimana RUPS dilaksanakan juga pokok-pokok masalah yang akan
dibahas/dibicarakan.

(2) RLJPS di hadiri oleh para Pemegang Saham dan oleh pihak ketiga dengan undangan

Direksi jika dianggap perlu.

(3) RUPS dipimpin oleh Drektur Utama dan jika berhalangan dapat digantikan oleh salah
seorang Direlttr yang ditunjuk untuk itu.

(4) Keputusan-keputusan dalam RLPS diambil secara musyawarah mufakat.

(5) Pengambilan Keputusan dalam RUSP, tidak boleh bertentangan atau tidak sesuai
dengan pokok-pokok masalah sebagaimana termuat dalam Surat Panggilan, kecuali :
a- Mengenai Tata Tertib;
b. Usul-usul para Pemegang Saham yang telah diajukan kepada Direksi selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RLJPS dilaksanakan.

(6) Jil<a terdapat sesuatu masalah yang tidak dapat mencapai kesepakatan secanr

musyawarah mufakat, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada Kepala Daerah
selaku Pemegang Satram Prioritas untuk diambil keputusan dengan memperhatikan
pendapat-pendapat pesertra RIIPS dimaksud.

(7) Yang mempunyai hak suara dalam RIJPS adalah Femegang Saham yang telah
menandatangani Daftar Hadir dalam RIIPS dimaksud.

(8) Apabila Pemegang Saham berhalangan hadir, maka haknya dapat dikuasakan kepada
wakitkuasanya s€cara tertulis dalam RLJPS dimaksud.



BABX
ORGAI\ISASI DAN MANAJEMEN PERUSAI{AAITI il}AERATI

Bagian Kesatu
Direksi

Paragraf I
Kedudukan, Tugas dal Fungsi

Pasal 13

(l) Perusahaan Daerah dipirnpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama
dibantu oleh beberapa orang Direktur yang bertanggung jawab pada bidangnya
masing-masing secara professional.

(2) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan para Direktur
bertanggung jawab kepada Direhlr Utarna.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya apabila Direktur Utama berhalangan, maka tugasnya
dilaksanakan oleh salah seonmg anggota Direksi yang tertua dalam jabatannya

dan/atau dituqiuk oleh Direktur Utama.

(4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Uraian Tugas Anggota Direksi Perusatraan

Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

(l) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun d i luar pengadilan.

(2) Direktur Utama dapat menyerahkan kuasa untuk mewakili Perusahaan Daerafr

sebagairnana di maksud pada ayat (l) kepada seorang Anggota Direksi yang

ditunjuk atau kepada seseorang/beberapa orang karyawan Perusahaan Daerah, baik
sendiri-sendiri maupun seczua bersama'sama atau kepada perorangan/badan lain
sesuai prosedur dan ket€ntuan p€raturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Diretfir menenhrkan kebijaksanaan dalam memimpin Perusahaan Daerah.
Kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut pengembangan

bidang usahafenis usaha selain yang ditentukan dalam pasal 7.

(3) Direksi mengurus, mengelola dan rnempertanggung jawabkan kekayaan Perusahaan
Daerah

(4) Direksi atas persetujuan Badan Pengawas dapat rneminjamkan uang atas nama

Perusahaan Daerah dan mengadakan pefanjian utang piutang dengan pihak lain.

10

(l)
(2)



Pasal 16

Direksi dengan persetqiuan R.apat Umum Fernegang Saham {RUPS) dapat melakukan
tindakan sebagai berikut :

Menempatkan Ferusahaan Daerah sebagai jaminan pinjaman (agunan);

Memperoleh dana pinjaman dengan me4iaminkan aset/kekayaan tetap milik Perusahaan

Daeratr.

Paragraf 2

Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 17

(1) Anggota Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dibidang
pengelolaan perusahaan.

@ Syarat-syarat untuk dapat menjadi Anggota Direksi adalah sebagai berikut :

a. WargaNegara Indonesia (WNI);
b. Memiliki keahlian dibidangnya serta memiliki akhlak dan moral yang baik;
c. Memiliki pengalaman dalam pengelolaan perusahaan dan/atau pemerintahan

minimal5 (ima) tahun;
d. Berdomisili di tempat kedudukan Perusahaan Daerah;
e. Tidak diperkenankan merangkap jabatan dalam lembaga eksekutif atau jabatan lain

yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan Daerah;

f. Maksimal berumur 60 (enam puluh) tahun saat pengangkatannya;
g. Tidak sedang menjalani hukuman penjara akibat tindak pidana yang dilakukannya;
h. Tidak pernatr melakukan kegiatan yang merugikan keuangan Negara dan/atau

tindakanaindakan yan g tercela;
i. Tidak ada atau memiliki hubungan keturunan sampai derajat ketiga, baik karena

hubungan darah maupun dengan perkawinan (semenda) dengan sesama Anggota
Direksi lainnya;

j. Tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung dengan Perusahaan Daerah
yang melakukan usaha di dalam bidang/lapangan yang bertujuan mencari
laba&euntungan semata.

Paragraf3

Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 18

Anggota Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa
jabatan 4 (empat) tatrun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan

lagi setelah masajabatan tersebut berakhir.

(1)
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(4)

Anggota Direksi yang telatr menduduki selama 2 (dua) kali rnasa jabatan dapat
diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke-3 (tiga) apabila yang bersangkutan
menjadi Direktur Utarna dan usianya tidak boleh melebihi 60 (enam puluh) tatrun.

Gaji, tunjangan dan/atw penglrasilan lainnya serta pensiun Anggota Direksi
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kepada ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlalar setelah mempertimbangkan kondisi dan
kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Sebelum melaksanakan tugasny4 terlebih datrulu Anggota Direksi mengucapkan
sumpah dan dilantik oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah dalam masa

Jabatannya apabila :

a. Meninggal dunia

b. Atas permintaan sendiri;

c. Melalrukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah, kepentingan Daerah

dan kepentingan Negara;

d. Kehilanganhakkewarganegaraannya;

e. Sesuatu haUalasan yang meiryebabkan dirinya tidak dapat melaksanakan

tugasnya dengan bailg wajar dan sempurna;

f. Berakhir rnasa jabatan sebagai Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat

(l) dan ayat Q)Peraturan Daerah ini;
g. Tidak dapat memajukan Perasuhaan Daerah.

Terhadap pemberhentian karena alasan sebagaimna dimaksud pada ayat (l) huruf c,

Anggota Direlci yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Sebelum pemberhentiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Anggota Direksi

yang bersanghtan diberikan kesempatan unhrk melakukan pembelaan diri dalam

suatu sidang khusus, dalam wakfu I (satu) bulan setelah disampaikan

pemberintahuan secara tertulis mengenai alasan ponberlrentiannya itu "

Dalam tenggang waktu sebelum diputuskan dalam sidang khusus sebagaimana

dimaksud pada ayd. (3), Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas dapat

memberhentikan Anggota Direksi yang bersangkutan dari tugasnya untuk sementara

waktu, dan jika yang diberhentikan itu adalatr Direktur Uhma rnaka Kepala Daeratr

atas usul Badan Pengawas dapat menunjuk salah seorang Direksi untuk

melaksanakan tugas jabatan sementara sampai dengan adanya Keputusan Kepala

Daerah yang tetap untuk itu.

(t)

(2)

(3)

(4)
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(l)

Jika dalam waktu 2 (dua) bulan pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada

Keputusan Kepala Daerah mengenai pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) , maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan Anggota

Direksi yang bersangftutan dapat segera melanjutkan jabatannya, kecuali bila mana

untuk keputusan pernberhentian tersebut diperlakukan Ksputusan Pengadilan dan hal

ini harus diberitahukan kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

. Bagian Kedua

Badan Pengawas

Paragraf L

Susunttrr Tugas dan Fungsi

Pasal 20

Badan Pengawas adalah suatau Badan yang terdiri dari Pejabat-pejabat di lingkungan

Pernerintatr Daeratr dan/atau Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ditmjuk oleh

Pemerintah Daerah unfuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap

Perusahan Daeratr dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Badan Pengawas secara ex-officio diketuai oleh Wakit Bupati Pulau Morotai dengan

anggota yang terdiri paling banyak 5 (ima) orang.

Susunan Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daeratr dengan

tembusan disampaikan kepada DPRD.

(2)

(3)

Paragraf 2

Halq Kewajiban dan Wewenang

Pasal2l

Anggota Badan Pengawas beftak menerima tunjangan yang besarnya ditetapkan dalam

Keputusan Kgpala Daerah dengan memperhatikan ketentuan p€rafurari perundang-undangan

yang berlaku dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 22

Badan Pengawas dalam melaksanakan ttrgas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam

pasal20 ayat (.1) mempunyai kewajiban sebagai berikut:

Memberikan pendapa! pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah dan kepada

Direksi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tlaerah serta

perubahan/Tambahannya dan laporan-lapomn lainnya dari Direksi;
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b. Mengikuti setiap perkembangan aktivitas/kegiatan dalam hal Perusatraan Daeratt

menunjukkan gejala kemunduran dan segera melaporkannya kepada Kepala Daerah

dengan disertai saran tindak mengenai langkah perbaikan/solusi yang akan ditempuh;

Memberikan Laporan secara berkala (liiwulan dan l-ahunan) kepacla Kepala Daerah
juga untuk sewdctu-waktu jika diperlukan mengenai perkembangan dan kemajuan

Perusahaan Daeratr dan hasil pelaksanaan ttrgas Badan Pengawas dengan tembusan

disampaikan kepada DPRD.

Pasal 23

Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalarn pasal 20

ayat (1) dan pasal 22, Anggota Badan Pengawas wajib memperhatikan hal-hal sebagai

berikut:
a. Pedoman dan petunjuk Kepala Daerah dengan senantiasa mernperhatikan aspek

efisiensi;

b. Ketentuan yang berlaku dalam Penrsahaan Daerah dan ketentuan peraturan

undangan yang berlaku;

c. Adanya pemisahan tugas dalam pengurusan Perusahaan Daerah yang jelas antara

Badan Pengawas dengan Direksi.

Pasal24

Dalam melaksanakan tugaso firngsi dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dala pasal 20

ayat (l) dan pasal 22, AnggotaBadan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

Melihat buku.buku surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan

kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksan kekayaan Perusahaan Daerah;

Meminta keterangan dan/atav peqielasan dari Direksi rnengenai segala persoalan yang

menyangkut pengelolaan Perusatraan Daerah;

Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di lingkungan Perusahaan Daerah dengan

sepengetahuan Direksi untuk Menghadiri Rapat Badan Pengawas;

Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal
yang dibicarakan danlatlru dibahas.

b.

c.

d.
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Paragraf 3
Syarat-syarat Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 25

Syarat-syarat untuk dapat menjadi Anggota Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

a,. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;

c. Memiliki pengalaman dalam pehgelolaan perusahaan dan/atau pemerintatr, minimal 5

(lima) tahun;

d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan

Daerah dan/ atau tindakan-tindakan yang terce la;

Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi tidak boleh ada

hubungan keluarga sampai derajat ke-3 (tiga), baik karena hubungan darah mauplm

karena semenda (akibat perkawinan), kecuali untuk kepentingan Perusahaan Daerah

atas izin Kepala Daerah;

Anggota Badan Pengawas berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pulatr Morotai.

Paragraf 4

Pangangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

(1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan

keputusan Kepala Daerah.

(2) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat

kembali sesuai mekanisrne dan ketentuan p€raturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah dalam

masa j abatannya apabi la:

a- Meninggal dunia;

b. Atas permintaan sendiri;

c. Melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan Daeralu kepentingan Negara

dan kepentingan Daerah;

d. Kehilangan kewarganegaraannyq

e. Sesuatu hal.yang menyebablcan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya s€cara

wajar.
f, Melakukan tindak pidana sesuai Putusan Pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap.

Pasal2T

Sebelum melaksanakan tugas, terlebih datrulu Anggota Badan Pegawas mengucapkan

sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Daerah.
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(i)

Bagian Ketiga
Kepegawaian

Pasal 28

KedudukarU gaji dan/aiau tunjangan lainnya seria pensiun riari pegawai Pcrusairaan

Daerah diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mernperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku.

A). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah dengan

perieEuan Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan pokok-pokok kepegawaian dan

peratumn perundangundangan lain yang berlaku'

BABXI
PERTAI{GGTTNGJAWABAI\T DAh[ TUNTUTAN GAhtTI RUGI

Pasal29

(1) Karyawan Perusahaan Daerah yang diberi tugas untuk menyimpan uang, surat-

surat/dokurnen berharga dan barang milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam

gudang atau ditempat penyimpanan yang k*rusus semata-mata digunakan unhrk

kepentingan/keperluan itu, diwajibkan memberikan peltanggungiawaban tentang

pelaksanaan tugasnya kepada Badan/Lembaga yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

(Z) Semua surat bukti atau surat-surat lainnya yang menyangkut administrasi Perusahaan

Daerah wajib disimpan ditempat Perusahaan Daeratr atau di tempat lain yang ditunjuk

oleh Kepala DaeralU kecuali untuk keperluar/kepentingan pemeriksaarL untuk

sementara waktu dapat dipindatrkan ke Badan/Lembaga sebagaimana dimaksud pada

ayat (l).

(3) Semua Karyawan Perusalraan Daerah, termasuk Anggota Direksi yang tidak diberi

tugas untuk menyimpan uang surat-suraf/dokumen berharga dan barang milik
perusahaan Daerah yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan

kewqiiban dan tugasnya yang diberikan ke,padanya dengan lanprmg maupun tidak

langsrmg menimbulkan kerugian bagi Perusatraan Daeralr, diwajibkan mengganti

kerugian tersebut sesuai ketentuan Tuntutan Ganti Rugi dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

(4) pengaturan lebih laqiut mengenai Badan atau Lembaga lain yang diturfuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dan ayat Q) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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BAB XII
TAHT]N BI]KU

Pasal 30
(1) Tahtrn Buku Perusalraan Daerah berdasarkan Tatrun Takwim.

(2) Tiap-tiap Tatrun Buku, Dirsksi wajib menyusun Laporan Keuangan yang terdiri atas

Neraca dan Perhitungan Rugi Laba yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui

Badan Pengawas untuk dijadikan bahan dalam rapat selambatJambatnya 3 (tiga) bulan

sesudah Talnrn Butu berjalan untuk mendapatkan pengesalran Badan Pengawasan.

(3) Cara penilaian pos Neraca dan Perhitungan Rugi Laba dalam Laporan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan.

(4) Dalam jangka waktu I (satu) bulan setelah menerima Laporan Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) , Kepala Daerah rnelalui Badan Pengawas tidak mengajukan

keberatan temllis, maka Perhitungan Tahunan itu dianggap blah disahkan.

(5) Perhitungan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kemudian disahkan oleh

Kepala Daerah dalam Pengesahan Kepala Daerah dan sekaligus memberikan kebebasan

kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang tennuat dalam Perhitungan Tahunan

tersebut.

BAB )ilII
PEIYETAPAN PENGGT]NAAN DA}[ PEMBAGIAhT LABA

Pasal 3l

(l) Cadangan diam atau rahasia tidak boleh diadakan.

(2) Penggunaan Laba Bersih setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penlnrsutan,

pembagian laba kepada Pemegang Satram Biasa dan Pernilik Modal lainnya dalam

Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai beriln*

a. Pendapatan daerah

b. Cadangan umurn dan cadangan fujuan

c. Sosial

d. Jasa Produksi

e. Sumbangan Dana Pensiun

f. Direksi/Badan Pengawas/Pewagai

55 o/o (lima puluh lima persen);

20 % (dua puluh persen);

5 % (lima persen);

5 % (limafrsen);
5 o/o (lima persen);

rc % (sepuluh persen).

(3) Penggunaan Laba Bersih untuk Cadangan Umum dan Cadangan Tujuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b , bilamana telatr dicapai tujuamya dapat dialitftan
kepada pengguna lain dengan keputusan Direksi atas persetujuan Kepala Dasratt

melalui Badan Pengawas.
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Cara mengurus dan menggunakan dana penyrsutan dan Cadangan Tujuan

sebagaimana yang ditentukan pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala Daerah setelah

mendapat pertimbagan dari Badan Pengawas.

Penetapan pembagian laba bagi Pemegam Saham Biasa dan Pemilik Modal lainnya

dalarn Perusahaan Daerah sebagairnana ditentukan pada ayat (2) ditetapkan melalui

RapatUmum Pemegang Saham (RIJPS).

(1)

a)

BAB )ffV
PEMBINAAI\ DAN PENGAWASAI\

Psal 32

Pembinaan terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh

memperhatikan saran dan pertimbangan DPRD.

Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dirnaksud pada

dibantu oleh Sekertaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai

ditunjuk untuk itu.

Kepala Daerah dengan

ayat (1) , Kepala Daerah

atau Pejabat lain yang

(1)

Pasal 33

Dengan tidak mengurangi hak pejabat yang berwenang dari Badan/Lembaga yang

menurut Ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang melakukan penyidikan

dan perneriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan dan pengelolaan

Perusahan Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan

Pengawasan atas pengurusan, pengelolaan, pembinaan serta pertanggungiawaban

Perusahaan Daerah, hasil pelaksanaan tugasnya disampaikan kepada Kepala Daerah dan

Badan Pengawas.

Al$ritan Negara berwenang melakukan dan/atau pemeriksaan atas pslgurusan,

pengelolaan serta pertanggungiawaban Perusahaan Daeratr.

BABXV
PEMBTIBARAN DAN LIKTIIDASI

Pasal 34

Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturah Daerah berdasarkan

Rekomendasi dari Panitia Likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Kepada semua pegawai Perusahaan Daerah setelah likuidasi, segera diselesaikan hak-

haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang;an yang berlaku,

Perusahaan Daerah berkewajiban untuk menyelesaikan segala hak-hak pegawainya

paling lama 3 (tiga) bulan setelah dilikuidasi sesuai ketentuan penrndang-Undangan

yang berlaku.

a)

(l)

(2)

(3)
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(4) Semua kekayaan Perusahaan Daeratr setelah likuidasi, dikembalikan kepada

penguasaan langsung Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan hak dan kewajiban

Pemegang Saham Biasa dan Pemilik Modal lainnya.

(5) Pertanggungiawaban likuidasi oleh Panitia Likuidasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah
rlpncnn rnernhedlrqn np.rnheha<an fenomrno iervnh fFnfrno nekerinan rrnnrr felqh

14t/-...vv9n!-..J-,'-"

diselesaikan.

(6) Dalam pelaksanaan likuidasi, Pemegang Saham Biasa bertanggung jawab atas kerugian

yang ditimbulkan oleh pihak ketiga apabila kerugian tersebut disebab'kan oleh karena

Neraca dan Perhitungan Rugi laba yang telah disatrkan tidak menggambarkan keadaan

Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVI
KETDNTUAIY PEAIUTUP

Pasal 35

tlal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaanya akan diatur lebih lar{ut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daemh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap oftmg dapat mengetahuinya" mernerintatrkan pengrmdangan Peraturan Daeratr ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
Pada tanggalz} September 2012

BTTPATI PULAU MOROTAL

Diundangkan di Morotai selatan

Pada tanggal 01 Oktober 2012

Plt. s
PT]LAUMOROTAI

II{ADYA

KAB

hlIP: 19560801 198511 1002

RUSTI SIBUA

MOROTAI TAHUN 2012 NOMOROS
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PENJELASAIY
ATAS

PERATT]RAN DAERAII KAtsI]PATEN PULAU MOROTAI
I\OMOR 05 TAIIT'N 2OI2

TENTANG
PX"RI.ISAIIA AN DA ER AI{ I(ARITPA TRN PIIT, AII MOR OT A I.

I. Umum.

Kabupaten Pulau Morotai adalah salah satu Kabupaten yang paling terakhir dibentuk di
Provinsi Maluku .Utara berdasarkan undang-undang Nomor 53 Tahun 2008 Tentang

Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Propvinsi Maluku Utara yang bermula dari
keinginan atau aspirasi masyarakat Pulau Morotai untuk membentuk daerah otonom baru di
Provinsi Maluku Utara tujuannya untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka

kesejalrteraan masyarakat Pulau Morotai. Tahun kesatu sampai dengan tahun kedua Kabupaten

Pulau Morotai dalam melaksanakan Pemerintahan masih dibiayai dengan dana hibah dari
Privinsi trrlaluku Utara rnaupun Kabupaten Halmahera Utara sebagai Kabupaten Induk dengan

tanpa PAD sehingga pelakmnaan pemerintatran dan pembangunan masih belum maksimal.

Pada Ahun ketiga Danatr Hiba untuk pembiayaan pelaksanaan Pernerintahan di Kabupaten

Pulau Morotai dari Provinsi Maluku Utara dihentikan kecuali dana hibah dari Kabupaten

Halmahera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 pasal 16 ayat (2) dan

ayat (3). Setelah membentuk Dewan Perakilan Ralryat Daerah (DPRD) pada tahun kedua,

Pemerintah Kabtrpaten Pulau Morotai melaksanakan Angaran Pendapatan dan Bela4fa Daerah

secara normal dengan biaya yang berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU) sementara untuk
Pendapatan asli Daerah PAD masih sangat terbatas sehingga seluruh kegiatan pemerintahan

masih mengharapkan anggaran dari Dana Alokasi Umum. Memasuki tahun ketiga Pemerintah

Kabupaten Pulau Morotai membentuk perafuran daerah yang mengatur tentag pendapatan asli
daerah dan selanjutnya untuk mendukung kegiatan investasi di Kabupaten Pulau Morotai,
maka Pemerintah- Daerah membentuk peraturan daerah tentang perusahaan da€rah dalam

rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan potensi yang lebih cepat serta

penciptaan lapangan kerja baru untuk menampung tenaga kerja yang belum bekerja.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas
Pasal 2

Ayat(1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan " pihak lain" yaitu pihak ketiga orang/badan
perusahaan lain lain yang mau bekerja sama dengan perfusahaan daerah

atau



Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup lelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal l0
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (1)ry4r \r,
Yang dimaftsud dengan "berorientasi kepada kepentingan ralqyat, stabilitas dan

kemandiiian Daerah yaitu bidang usaha yang dikembangkan oleh Perusatraa

Daeratr adalatr'bidang usaha yang menjadi kebutuhan masyarakat atau yang

menjadi mita sedangkan stabilatas dan kemandirian dimaksudkan agar

perusaharm daerah yang dapat menstabilkan persediaan batran kebutuhan

masyarakat maupu{r harga barang dipasaran dalam rangka kemandirian dalam

m€ngunrs daerahnya.
Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
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Ayat (6)

yaifitl( bahwa Kepala Daerab selaku pemeritatr daerah adalah pemegaqg

uuh*t y*g dominan dalam perusahaan da€rah tersebut sehingga setiap
permasatatran yang rnqncul dalam rapat umum pemggang saham fidalc

. me-ndapatkan kata sepakat,ilnaka keprrtusan itrr dikernhalikan kepada kepala

daeratr yangsela4iutuiya dilaksanakan oleh pemegang saham.

Fasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasaf 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas
Pasal l8

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 2l
Cukup Jelas

Pasal22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cu}up Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasul2T
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal3l l

Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas
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Pasal 34
Cukup Jelas

Fssal 35
C';h;p lelas

Pasal 36
Cukup lelas
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